
PERATURAN BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENCIAH

NOMOR q9 TAHUN 2021

TENTANG

PENLJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang    :     bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal   18  Peraturan
Daerah  Nomor        Tahun  2021  tentang Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun  Anggaran
2022, perlu menel.apkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran     Pendapatan     dan    Belanja    Daerah     Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2022.

Men8ingat 1.    Undang-Undang      Nomor      13      Tahun       1950      tentang
Pembentukan      Daerah-daerah      Kabupaten             Dalam
Lingkungan Propinsi LJawa Tengah;

2.    Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (1embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.    Undang-Undang      Nomor       1       Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.    Undang-Undang   Nomor   25   Taliun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan   r\Tasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5.    Undang-Undang      Nomor      33      Tahun      2004      tentarig
Perimbangan   Keuangan   Ari-tara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintah  Daerah  (Lembara`n.  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2004   Nomor   126,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6.    Undang-Uridang   Nomor   28   Tahun   2009   tentang   Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran
Negara republik I.|donesia Nomor 5049);

7.    Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (I,embaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun  2014  Norm)r  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 5587  sebagaimana  telah
beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-Undang



Nomor   11   tahun   2020   tentang   Cipta   Kerja   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020    Nomor    245,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6573);

8.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentarig
Kedudukan  Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor     210,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Nomor 4028);

9.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan       Keuangan       Badan       Layanan       Umum
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor   74   Tahun   2012   tentang   Perubahan   Peraturan
Pemerintali  Nomor  23  Tahun   2005  Tentang  Pengelolaan
Keuangan    Badan    Layanan    Umum    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2012   Nomor   171,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2005  Nomor   137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

11.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    3    Tahun    2007    tentang
Laporan    Penyelenggaraan    Pemerintah    Daerah    Kepada
Pemerintah,     Laporan    Keterangan    Pertanggungjawaban
Kepala  Daerah  Kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,
dan     Informasi     Laporan     Penyelenggaraan     Pemerintah
Daerah   Kepada   Masyarakat   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2007   Nomor   19,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan    Pemerintah    Nomor    5   Tahun    2009    tentang
Bantuan    Keuangan    Partai    Politik    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   18,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4972),
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan
Peraturan   Pemerintah    Nomor    1    Tahun    2018    teritang
Perubahan   Kedua  Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5
Tahun  2009  Tentang  Bantuan  Keuangan   Kepada  Partai
Politik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor  1,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6177) ;

13. Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas  dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan  Gubemur  Sebagai Wakil  Pemerintah  di Wilayah
Provinsi     LJawa     Tengah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2010  Nomor  25,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107)  sebagaimana telah
diubah   dengan  Peraturan  Pemerintah   Nomor  23   Tahun
2011  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Ta.hun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang  Serta  Kedudukan  Keuangan  Gubernur  Sebagai
Wakil    Pemerintah    di    Wilayah    Provinsi    Jawa    Tengah
(Lemba.ran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5209);



14. Pera.turan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang
Standar    Akuntansi    Pemerintahan     (Lembaran     Negara
Republik   Indonesia.  Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041) ;

16.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan Administrasi  Pimpinan  dan Anggota Dewan
Perwakilan   Rakyat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor   106,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2018   tentang
Pinjaman   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248);

18.  Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor  42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   16  Tahun   2007
tentang  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
Tentang  Anggaran   Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan
Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  Tentang  Penjabaran
Anggaran   Pendapatan  dan  Belanja  Daerah   sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  36 Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16 Tahun  2011  Tentang Tata
Cara    Evaluasi    Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan  Rancangan
Peraturan   Kepala   Daerah   tentang   Penjabaran   Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 525);

20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011
tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial
yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  99  Tahun
2019   tentang  Perubahan  Kelima  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011   Tentang  Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 450);

21.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun   2012
Tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  62  Tahun   2017
tentang   Pengelompokan   Kemampuan   Keuangan   Daerah
serta      Pelaksanaan      dan      Pertanggungjawaban      Dana
Operaional  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2017
Nomor  1067);



23.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  36  Tahun   2018
tentang   Tata   Cara   Penghitungan,   Penganggaran   Dalam
Anggara.n   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungjawaban     Penggunaan     Bantuan     Keuangan
Partai   Politik   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2018 Nomor 630);

24.  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang       Klasirikasi,       Kodifikasi       dan       Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  13  Tahun
2006  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Rembang   Tahun    2006
Nomor    46,    Tambahan    Lembaran    Da.erah    Kabupaten
Rembang Nomor 61);

MEMUTUSRAN:
Menetapkan   :    PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PENJABARAN    ANGCIARAN

PEN DAPATAN       DAN       B ELANJA       DAERAH       KABU PATE N
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal  1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.  Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggara.an  urusan  pemerintahan  olch

pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas
otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-1uasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945.

3.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah   rencana   keuangan   tahunan   Daerah   yang   ditetapkan   dengan
Peraturan Daerah.

4.  Pendapatan   daerah   adalah    semua   hak   Daerah   yang   diakui    sebagai
penambah   nilai   kekayaan   bersih   dalam   periode   tahun   anggaran   yang
bersangkutan.

5.  Belanja   daerah   adalah   semua   kewajiban   Daerah   yang   diakui   sebagai
pengurang   nilai   kekayaan   bersih   dalam   periode   tahun   anggaran   yang
bersangkutan.

6.  Pembiayaan  adalah  seluruh  transaksi  keuangan  pemerintah  daerah  balk
perencanaan  maupun  pengeluaran  yang  perlu  dibayar  atau  akan  diterima
kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.



Pasal 3
Anggaran  Pendapatan  Daerah  Tahun  Anggaran  2022  direncanakan  sebesar
F`p.1.874.516.280.000(Safu triliun delapan ratus tujuh puluh empat rrrtyar tina
ratus enambelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupicth) ya.ng bers\irhoer del±..
a.   Pendapatan asli daerah;
b.  Pendapatan transfer; dan
c.   Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)    Anggaran  pendapatan  asli  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3
huruf a direncanakan sebesar Rp.  373.771.127.000  /Tjgc{ rczfus fujzth puzuh
tiga rrilyar tujuh ratuh tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh rtou
"pi.ah/ yang terdiri atas:
a.  Pajak daerah;
b.  Retribusi daerah;
c.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)    Pajak     daerah     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     a
Rp.  122.505.000.000(Seratus  dua puluh  dua  wilgar  li.rna  rcrfuis  lima juta
Tupicin).,

(3)    Retribusi    daerah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    b
F`p . 32 .37 4 .500 .000 (Tiga puluh dua rn.tryar tiga ratus twjuh puluh empat juta
lima ratus ribu rapiah);

(4)    Hasil   pengelolaan   kekayaan   daerah   yang   di   pisahkan    sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  huruf c  Rp.  19.250.000.000/Sembt.Zczn  bezczs  m{!tycir
dua rafus tina puluh futa rupicth);

(5)    La.in-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat   (1)   huruf  d   Rp.   199.641.627.000/Serofus  sembizan  puzuh  sembz.Zan
mtryar erLam ratus eTTxpat puhLh sati, juta erLam ratus dua puluh tujuh ribu
rupiah).

Pasal 5

(1)    Anggaran  pajak  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)
huruf a   Rp.122.505.000.000/Serafus c!ucz puhah cZz/ci m{Zgar Zir7ia ratzts  Z{mci
juta rupiah) ya.ng terdir± a.tas:
a.   Pajak Hotel;
b.  Pajak Restoran;
c.   Pajak Hiburan;
d.  Pajak Reklame;
e.   Pajak Penerangan Jalan;
f.    Pajak parkir;
9.   Pajak Air Tanah;
h.  Pajak Sarang Burung Walet
i.    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
j.    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
k.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2)    Pajak     Hotel     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)      huruf     a
Ri;.2.500.000.000(Duandyarlinarafusjutarupich);

(3)    Pajak    Restoran    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)     huruf    b
RS.3.500.000.000(Itgamtryartinarafusjutarupich);



(4)

(5)

(6)

Pajak    Hiburan     sebagaimana    dimaksud     pada    ayat     (1)     huruf    c
Rp.1.000.000.000(Satu wilyar  rupiah);

Pajak    Reklame     sebagaimana    dimaksud    pada    ayat     (1)     huruf    d
Rp.  2.000.000.000(Jincz mzzgar "pt.cih);

Pajak  Penerangan  Jalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e
Rp . 30 .000 .000 .000 (Tiga puluh milyar rupiah);

(7)    Pajak     Parkir     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     f
Rp . 500 .000 .000 (Lina ratus juta rupiah);

(8) Pajak  Air  Tanah   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  g   Rp.
1.000 .000 .000 (Satu wilyar rupiah),.

(9) Pa.jak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf h
Rp . 5 .000 .000 (Lima juta rupiah);

(10) Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  sebagaimana  dimaksud  pada
a.Vat (1) huru£ i Rp. 40 .000.000.000(Empat puluh milyar rupiah)

(11)Pajak    Bumi    dan    Bangunan    Perdesaan    dan    Perkotaan     (PBBP2)
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf j  Rp.   22.000.000.000/Dttcz
puluh dLia Tndlyar rupiarL).,

(12) Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1)  huruf k Rp.  20.000.000.000/:Dt/cz pu!Lth m[.dyczr nJpiczh/.

Pasal 6

Anggaran  pajak  Hotel  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf a
Rp.  2.500.000.000(Dua  milyar  lima  ratus juta  rupiah) ya.ng  terdiri  aha.s  Pajak
Hotel.

Pasal 7

(1)    Anggaran  Pajak  Restoran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)
trani:I b   Rp.  3.500.000.000(Tiga rwilyar lima ratus juta rupiah) ya.ng terdiT±
atas:

a.   Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
b.  Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya;

(2)    Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ;  Rp.1.000.000.000/Safe mi.Zgczr rupjczh/,.

(3)    Pajak  Jasa  Boga/Katering  dan  Sejenisnya  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat. (1)  huruf b  ;  Rp.  2.500.000.000/Duo mt.Zgcir ZirrLcz rotusjutc{ mp{cih/.

Pasal 8

(1)    Anggaran  Pajak  Hiburan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)
huruf c   Rp.1.000.000.000/Safe mjzeyczr rttpic{h/ yang terdiri atas:

a.  Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/  Busana;
b.  Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
c.   Pajak     Pacuan     Kuda,      Kendaraan     Bermotor,      dan     Permainan

Ketangkasan;

(2)    Pajak  Pagelaran  Kesenian/Musik/Tai-i/   Busana  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf a Rp.  100.000.000/Serafusgivta mpidh/,.

(3)    Pajak   Diskotik,    Karaoke,   Klub   Malam,    dan   Sejenisnya   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  Rp.  750.000.000/Tujufr  rcitus  ![.rna ptt!ttfr
juta rupiah);



(4)    Pajak  Pacuan  Kuda,  Kendaraan  Bermotor,  dan  Permainan  Ketangkasan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  c  Rp.   150.000.000/SeralLts
lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

(1)    Anggaran  Pajak  Reklame  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)
huruf d   Rp.  2.000.000.000/:Ducz ".dyczr "pl.czh/ yang terdiri atas:

a.   Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/  Megatron;

b.   Pajak Reklame Kain;

c.   Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan

(2)    Pajak     Reklame     Papan/Billboard/Videotron/     Megatron     sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  Rp.   1.300.000.000/Sczfu  mi.Zgczr  t{gci  rczfus
juta rupiah);

(3)    Pajak   Reklame   Kain   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b
Rp. 690.000 .000 (Encm ratus sembilan puhah futa rupiah);

(4)    Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf
Rp.10.000.000(Sepuluhjutarupiah).

Pasal  10

Anggaran  Pajak Penerangan LJalan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)  huruf  e  Rp.   30.000.000.000/n.gcz  pLtzuh  mi.Zgc{r  mpicih/    merupakan  Pajak
Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal  1 1

Anggaran  Pajak Parkir  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf f
Rp. 500.000.000/£z.mcl rofusjuccz "pjclh/  merupakan Pajak Parkir.

Pasal  12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf
g Rp.  1.000.000.000/Sczfu r"lgar "p{ah/  yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Pasal  13

Anggaran  Pajak  Sarang  Burug  Walet  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasa.I  5
ayat (1)  huruf h Rp.  5.000.000/Lt.majzJta n/pzah) yang terdiri atas Pajak Sarang
Burug Walet.

Pasal  14

( 1)    Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Ba.tuan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  i  Rp.   40.000.000.000/Empac  pull.fr  mizgrar
7'iJpiah/ yang terdiri atas:

a.  Pajak batu kapur;
b.  Pajak granit/andesit;
c.   Pajak pasir da.n kerikil;

d.  Pajak pasir kuarsa;
e.   Pajak tanah scrap;
f.    Pajak tanah lia.t;

9.   Pajak tras.



(2)    Pajak    batu    kapur    sebagaimana   dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a
E`p . 30 .000 .000 .000 (Tiga putuh mtryar iapiah),.

(3)    Pajak   granit/andesit   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   b
Rp. 5.000.000.000(Lima rwilyar rupiah).,

(4)    Pajak  pasir  dan  kerikil   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   huruf  c
Rp . 70 .000 .000 ('mjuh puluh juta rupiah);

(5)    Pajak   pasir   kuarsa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   d
Rp.1.430.000.000(Satu mdyar empat ratus tiga puluhjuta rupicth);

(6)    Pajak   tanah    scrap    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   e
Rp. 500.000 .000 (Lima ratus juta rupiah);

(7)    Pajak    tanah    liat    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    f
Rp.1.000.000.000(Satu wilyar rupiah),.

(8)    Pajak      tras      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)      huruf     g
F`p . 2 .000 .000 .000 (Dua milyar ru.pick).

Pasal  15

Anggaran   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan   (PBBP2)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 a.yat (1) huruf j  Rp.  22.000.000.000/Zmcz
puzzth   c!ucz   rm.Zgczr   rupjczh/   yang   terdiri    atas    Pajak   Bumi    dan    Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal  16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal  5  ayat (1)  huruf k Rp.  20.000.000.000/Dt/cz pufuh m7.Zgczr
mp{cz7i/  yang   terdiri   atas   Bea   Perolehan   Hak   Atas   Tanah   dan   Bangunan
(BPHTB).

Pasal  17

(1)    Anggaran  retribusi  daerah  sebagaimana  dima.ksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)
hat-uf b   Rp.  32.374.500.000(Tiga pubeh dua milyctr tiga ratus  tujuh puluh
empat juta lima ratus ribu rupiah) ya.ng terdir± a.tas ..
a.  Retribusi Jasa Umum;
b.  Retribusi LJasa Usaha; dan

c.   Retribusi Perizinan Tertentu.

(2)    Retribusi  Jasa  Umum   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  a
Rp . 10 .243 .000 .000 (Sepuluh wilgar dua rcrfus empat puluh juta rupiart|.,

(3)    Retribusi   Jasa   Usaha   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  b
Rp.   \9.730.000.000(Sembila;n  belas   mdyar  tujuh  rcrfus   tiga  pulwh.  juta
rupiah);

(4)    Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c-iri:-i.401.500.000(Duamtryaremi>arrcrfussatujutalinarcrfusriburapiah).

Pasal  18

(1)    Anggaran  Retribusi  Jasa  Umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17
ayat (1)  huruf a   Rp.  10.243.000.000/Sepufuh miJgar czua ratLts empczt pLtfuh
tiga juta rapiah) yang tercl±ri ?tzis:
a.  Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.  Retribusi Pelayanan Persampahan/  Kebersihan;
c.   Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;



d.  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.   Retribusi Pelayanan Pasar;
f.    Retribusi pengujia.n Kendaraan Bermotor;
9.   Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
h.  Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2)    Retribusi   Pelayanan   Kesehatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
huruf a Rp. 30 .000.000(Tiga puluh juta rupiah),.

(3)    Retribusi  Pelayanan  Persampahan/   Kebersihan   sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  b  Rp.   1.900.000.000/Satu  mi.Zgczr  sembzzczn  rczfus jufci
rupiah);

(4)    Retribusi   Pelayanan   Pemakaman   dan   Pengabuan   Mayat   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1)  huruf c Rp.15.000.000/Lz.rna bezczsjitfci ntpt.c{h/,.

(5)    Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  sebagaimana  dimaksud
pada a.Vat |1) trarut d Rp.153.000.000(Seratus lina puluh tigajuta r-upiah);

(6)    Retribusi  Pelayanan  Pasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf e
Rp . 4 .loo .000 .000 (Empat mtryar tujuh ratus juta rupiah);

(7)    Retribusi   Pengujian   Kendaraan   Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada
a.yet (1) t`ur.\i£ £ Rp.  1.500.000.000(Satu milyar lima ratus juta rupiah),.

(8)    Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hur\if a Rp . 7 50 .000 .000 ('mjuh ratus lima puluh juta rupiah);

(9)    Retribusi     Pengawasan     dan     Pengendalian     Menara     Telekomunikasi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   huruf  h   Rp.   1.195.000.000(Scztu
rTrtyar setatus sembtlan puhah tina juta rupicth).

Pasal  19

(1)    Anggaran  Retribusi  Jasa  Usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17
ayat  (1)  huruf b   Rp.  19.730.000.000/Semb£Zan be!czs  mzztycir fujuh rci€us f!.gcz
puluhjuta rupiah) ya.ng terdiri atiis..
a.  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.  Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c.   Retrjbusi Tempat Pelelangan;

d.   Retribusi Terminal;

(2)

(3)

e.   Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f.    Retribusi Rumah potong Hewan;

9.   Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
h.  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat-{;} t\uruf a Rp. 2.120.000.GOO(Dua rrilgar serafus dua puluhju±a rupiah);

Retribusi  Pasar  Grosir  dan/atau  Pertokoan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf b Rp.  800.000.000/De!apa7i rotusjtita rup{cirty,.

(4)    Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c-;i;; -~1E.-5giir.-6;6o.ooo(Emrit  belas-milyar  sembilan  ratirs  enam  puzuh juta

rapicth);

(5)    Retribusi   Terminal    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   d
Rp.200.000.000(Duaratusjutarupicth);



(6)    Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf e Rp. 400.000.000/Empci€ rafusjuca mpicih/,.

(7)    Retribusi  Rumah   Potong  Hewan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf f Rp.  loo.000.000/Serofusjutci "picih/,.

(8)    Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1)  huruf g Rp.  1.000.000.000/Scifu mjzgczr mpt.czh/,.

(9)    Retribusi Penjualan  Produksi Usaha Daerah  sebagaimana dimaksud  pada
ayah (i) hur\i[ t\ Rp.  L50.000.000(Seratus lima puluhjutajuta mpiah).

Pasal 20

(1)    Anggaran   Retribusi   Perizinan   Tertentu   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal  17  ayat  (1)  huruf c    Rp.  2.401.500.000/Dtta  rm.dyczr empczr rcz€zts  sczfzt
juta lima ratus ribu rupiah) ya:ng terdir± iitas..

(2)

(3)

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat. ( 1)
huru[ a Rp. 2.400 .000 .000(Dua milyar empat ratus juta rupiah);
Retribusi  Izin  Trayek  untuk  menyediakan   pelayanan  angkutan  umum
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  huruf b Rp.1.500.000/SczftJ jttfcz Zi.mcz
rafus r{bu rupicth).

Pasal 21

Anggaran  Hasil  Pengelolaan  Keka.yaan  Daerah  yang  Dipisahkan  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  c    Rp.19.250.000.000/Semb]7czn  bezcis
wilgar  dua  ratus  lima puluh juta  rupiah) yang  terdir±  a.ta.s  Ba.gian  L,a.ba. ya.ng
Dibagikan  kepada  Pemerintah  Daerah  (Dividen)  atas  Penyertaan  Modal  pada
BUMD.

Pasal 22

(1)   Anggaran    Bagian    Laba   yang   Dibagikan    kepada    Pemerintah    Daerah
(Dividen)   atas   Penyertaan   Modal   pada   BUMD   sebagaimana   dimaksud
dalam  Pasal  21     Rp.19.250.000.000/Serrtb!.jc{rt  bezcis  mi.Zgrcir  cZucz  rcifus  Zz.mcl

puluhjuta rupiah) yang teTdiri a.tas..
a.  Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)  atas

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);

b.  Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);

(2)     Bagian  Laba  yang  Dibagikan  kepada  Pemerintah  Daerah  (Dividen)  atas
Penyertaan    Modal    pada    BUMD    (Lembaga    Keuangan)    sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   Rp.    13.000.000.000/7t.gci   Z>e!czs   mu.Zgar

(3)

rupicth);

Bagian  Laba  yang  Dibagikan  kepada  Pemerintah  Daerah  (Dividen)  atas
Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  huruf b  Rp.  6.250.000.000/Enam  mi.Zgar cZL{a  rc7,fas  Zi'ma pLtzith jLtta
rupiah).



Pasal 23
(1)   Anggaran   Lain-lain   Pendapatan   Asli   Daerah   yang   Sah   sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf d      Rp.   199.641.627.000/Serafus
sembil?rL pulyf: sertptlT_n rwilyar enan  ratus  empat puhah  satu juta erLam
ratus dua puluh tujuh ri:bu rupiah)  yzLng terdirl alas..

a.     Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
b.     iJasa Giro;

c.     Pendapatan Bunga;
d.     Pendapatan denda retribusi daerah ; dan
e.     Pendapatan Badan Layanan umum Daerah (BLUD).

(2)    Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp.  30.000.000/n.gcz pztzuhjutci ntp!czh/,.

(3)    Jasa      Giro      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)      huruf     b
R.p.   3.958.000.000(Tiga  rrulgar  sembtlan  rcrfus  li;rna  puluh  delapan  juta
rupiah);

(4)    Pendapatan    Bunga    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1)    huruf   c
Rp . 3 .500 .000 .000 (Tiga wikyar lima rcrfus futa rapiah);

(5)    Pendapatan  denda retribusi  daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)
hur\if a Rp. 82.000.000(Delapan puluh dua juta rupiah);

(6)     Pendapatan    Badan    Layanan    Umum    Daerah    (BLUD)     sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  e  Rp.   192.071.627.000/Serczfus  sembzzcm
puluh dua milgar tujuh puluh sci.tu juta enam rcrfus  dua puluh tujul- ribu
rupiah).

Pasal 24
Anggaran   Hasil   Penjualan   Barang   Milik   Daerah   yang   Tidak   Dipisahkan
sebagaimana.  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf a   Rp.  30.000.000(Ti.gcz
puzuhjLttcz "p].czh/  yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 25

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 a.yat ( 1) huruf b
Rp . 3 .958 .000 .000 (Tiga rrilyar sembtlan rafus tina puluh clelapan juta ruplcth)
yang terdiri atas |Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 26

Pendapatan  Bunga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf  c
setelah   perubahan      sebesar   Rp.   3.500.000.000/Ttgci   ".Zgczr  Zi.mci   rGfus  jt/ta
"pt.czh/ yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah
Daerah.

Pasal 27

(1) Pendapatan  Denda  atas  Retribusi  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  23  ayat  (1)  huruf d    Rp.  82.000.000/De!apcin ptt!tth  c{L.a jufcz  mpiah/
yang terdiri atas ;
a.  Pendapatan denda retribusi jasa umum;
b.  Pendapatan denda retribusi jasa usaha.

(2) Pendapatan Denda Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a,  Rp.  60.000.000/Ericzm ptiztthjtttci mpt.czh/,.



(3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dala.in ayat
(I) huru£ EL, Rp. 22.000.000(Dua puluh cluajuta rupiah).

Pasal 28
Pendapatan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)   sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf e  Rp.   192.071.627.000/Serotus  semb{Zcz7i pz/Zz/h
dua rTrtyar t]i.juh puhah satu juta erLci.in ratus dua puluh tujuh ri:bu rupiah) yerng
terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 29

(1)    Anggaran   pendapatan   transfer   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3
huruf  b     Rp.1.495.745.153.000/Scztu  tn.Zion  empczt  rcifus  sembjzcin  pLtztth
l.i:rna iTrtyar tujuh rafus empat puluh lina juta sercrfus lina puluh tiga ribu
"pt.cih/ yang terdiri atas:
a.  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b.  Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2)    Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  Ira.:`i{  a Rp.  1.373.545.153.000  (Satu  triliun tiga ratus tujuh puluh tiga
rrikyar tina rcrfus empat puluh tina juta seratus lj.rna pulIAh tiga ribu rupiedr);

(3)    Pendapatan  Transfer Antar  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  b   Rp.    122.200.000   /Seratrs   drci  pti!tifr  c!ticz  jtttci   c!zta   rczfus   n.bu
rupiah).

Pasal 30

(1)    Pendapatan   Transfer   Pemerintah   Pusat   sebagaimana  dimaksud   dalam
Pasal   29   ayat   (1)   huruf  a  Rp.   1.373.545.153.000/Safe   £7i!l.uri   t{gc{  rafus
twjuh puhah tiga rndlyar itma Tafus empat pulIAh li:rna juta seratus lira puluh
tiga ribu rupiah) ya.ng terdir± ata.s ..

a.   Dana Perimbangan;

b.   Dana Insentif Daerah (DID);

c.   DanaDesa.

(2)    Dana   Perimbangan    sebagaimana   dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a
Rp.1.LIZ.902.9d3.000(Sate triitun ser?±us dua belas rTrilyar sembilan rcrfus
dua juta sembtlan ratus tiga ribu rupicin);

(3)    Dana  lnsentif Daerah  (DID)sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b
F`p. 8.578.224.000(Delapan TTrtyqr 1:ima rcrfus tujuh putuh delapan juta dua
rafus dua puluh empat ribu rupiah);

(4)    Dana     Desa      sebagaimana     dimaksud      pada     ayat      (1)      huruf     c-fri:-252.064.026.006(Dua rqus  lincL putuh dua milyar enam puhah empat

jrita dIAa puluh enam ribu rupiah).

Pasal 31

Dana    Perimbangan    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    30    ayat    (I)uh=::=£ ; ~iri.-Tit-i.-9o2.9o€.ooo (Sqfu triti¥n. seratus d*a. b_eLl_a_s wilgar sem,btlan
`;iir=duajut;utasembtlanratustigari.burapicth)yangterdiriatas..

a.   Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
b.  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
c.   Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan



d.   Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

(1)    Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)  sebagaimana dimaksud pada
ayat  ( 1)  huruf a Rp.  53.273.960.000/Li.mc} pttfufr c!t/cz  7m.Zgc!r c{ucz  rcitus  fujuh
puluh tiga juta sembilan ratws enam putuh ri:bu rupiah);

(2)    Dana Transfer Umum-Dana Alokasi  Umum  (DAU)  sebagaimana dimaksud
pada  ayat   (1)   huruf  b  Rp.   718.204.574.000/rujttfr  rafus   czeJapc{n  beJas
nrtyar dua rcrfus empat juta tina rafus twjuh pwhih empat ribu rapiah);

(3)    Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus F`isik sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf c  Rp.   107.094.263.000/Serafus  fujL.h  mizgrcir ser7ibi.!arL
puluh empat juta dua rci:fas erLam puhah tiga ribu rupiatL);

(4)    Dana   Transfer   Khusus-Dana   Alokasi   Khusus   Non   F`isik   sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  huruf d Rp.  234.330.106.000/Ducz rGtrts  ft.go pt/Jt/h
empat milyar tiga ratus tiga puhah juta seratus erLam ribu rupiah).

Pasal 32
Dana  lnsentif  Daerah  (DID)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (1)
halu[ b F{p. 8.578.224.000(Delapan mtryar lima rafus tujuh puhah delapan juta
cZucz rcitus c!uci puZLth empczf 71.bu "pz.cih/ terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

Pasal 33
Dana    Desa   sebagaimana   dimaksud    dalam    Pasal   30    ayat    (1)    huruf   c
Rp.  252.064.026.000(Ihia ratus li;rna puluh dua milyar erLam puluh empat juta
dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas Dane Desa.

Pasal 34

Pendapatan  Transfer  Antar  Daerah    sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29
ayat  (1)  huruf b   Rp.   122.200.000.000/Serafus  c!ua ptJ!zJh cZucz  mi.Zgc{r c!tta  rczfus
jzttci mpjcih/ yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 35

(1) Anggaran  Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah    Rp.  5.000.000.000/Ljmcz
7nt.dyclr "pz.czh/ yang terdiri atas Pendapa.tan Hibah;

(2)Pendapatan     hibah     sebagaimana     dimaksud     ayat     1     huruf    a     Rp.
5.000.000.000/L{mc{   m]1gczr   7itpt.cih/   terdiri   dari   Pendapatan   Hibah    dari
Pemerintah Pusat.

Pasal 36

Anggaran  belanja  daerah   tahun  anggaran   2022   Rp.   2.203.102.306.051/DL/ci
Twii-un dua rafus tiga mdyar serafus dua juta tiga rcrfus erram ribu I.ina pulwh
satt/ rapt.ci7i/ yang terdiri atas :

a.   Belanja operasi;

b.  Belanja modal;

c.   Belanja tidak terduga; dan
d.  Belanja transfer.



Pasal 37

(i)    Anggaran  belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 36 huruf a
TXp.  1.334 .469 .951.352(Satu triliun tiga ratus tiga puluh empat rndlyar empat
r?±us ertam puluh sembi.lan juta lina puluh satu ribu tiga ratws tina puluh
cZuc{ ritpz.czh/ yang terdiri atas  :

a.   Belanja. pegawai;

b.  Belanja barang dan jasa;
c.   Belanja hibah; dan
d.  Belanja bantuan sosial.

(2)    Belanja    pegawai    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a;
F`p. 77 I .820 . L7 3 .703 ('mjuh ratus tujuh puluh satu wilyar delapan ra±us dua
puhah milgar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);

(3)    Belanja  barang  dan jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b;
Rp.  380.L99.009.384(Tiga  ratus  delapan  puluh  milyar  seratus  sembilan
puluh  sembilan  iTvilyar   sembilan  ri.bu  tiga  ratus   delapan  puluh  empat
rupialL);

(4)    Belanja     hibah     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    c;
Rp.   L80.837.096.265(Seratus  delapan  puluh  wilyar  delapan  ratus   tiga
puluh tujuh milyar  sembi.I.an puluh erLam  ribu  dua ratus  erram puluh tt:rna
rupiah);

(5)    Belanja  bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  d;
F`p.  i.6L2.772.000(Satu wilyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh
pwhih dIAa ribu rupiah).

Pasal 38

(1)    Anggaran  belanja pegawai  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37  ayat (1)
huru[ a.  F`p. 771.820.173.703(TLejuh ratus tu.juh puluh satu mdyar delapan
rafus dua puluh rwilyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah)
yang terdiri atas :
a.  Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b.  Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c.  Tambahan   Penghasilan   berdasarkan   Pertimbangan   Objektif  Lainr.ya
ASN;

d.  Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e.   Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

f.    Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

9.   Belanja pegawai  BLUD.

(2)    Gaji  dan  tunjangan  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hurul-a
Ri.  455.255.-64d.366(Empat  ratus  liTxpa_ putuh  liTT:a  nTdyar  dua  ratus  liT?
pLhah tina juta enam rains empat puluh empat ribu tiga ratus etLam puluh
erram rapiah);

(3)    Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-rL=iiF b Eat. 69 .112 .God:OOO(Brram puhah sembitan milyar seratus dua belas

juta erram rafus ribu rupiah);



(4)    Tambahan  Penghasilan  berdasarkan  Pertimbangan  Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp.  132.595.566.000/S€rofus
tiga puluh dua TTrilyar tirrLa rafus sembi:lan puluh tina juta lima ratus enam
puluh enam ri,bu rupiah);

(5)    Belanja  Gaji  dan  Tunjangan  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
hur\if d Rp.  22.725.286.000(Dua puluh dua milyar tujuh ratus  clua puluh
lina juta dua ratus delapan puluh erLam ribu rupicth);

(6)    Belanja  Gaji  dan  Tunjangan  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada
a.ya.t  (1)  hur\it  e  Rp.  1.858.744.500(Safe  wilyar  delapan  rcrfus  lima pulul-
delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima rarfus rupicth);

(7)    Belanja     Penerimaan     Lainnya     Pimpinan     DPRD     serta     KDH/WKDH
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  f  Rp.   852.000.000/DezcipczrL
rafus lima puluh chJ,a futa);

(8)    Belanja  Pegawai  BLUD     sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  g
F`p.  89.420.332.837 (Delapan puluh sembilan wilyar tujuh ratus  dua puluh
juta tiga rclfus tiga puluh dua ribu delapcm ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 39

(i)    Anggaran gaji dan tunjangan ASN  sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 38
ayat  (1)  huruf a    Rp.  455.255.644.366/Empcit  rclfus  !imcz pLtzuh  Zz.mcz  m{Zgczr
dua  ratus  lima puluh lima juta  enam  ratus  empat puluh  empat  ribu  tiga
ratus erLam puluh erLam rupiah)  yang terdir± alas ..
a.   Gaji pokokASN;

b.  Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

c.   Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

d.  Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

e.   Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f.    Belanja Tunjangan Beras ASN;

9.   Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
h.  Belanja Pembulatan Gaji ASN;

i.    Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN;

j.   Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
k.  Belanja luran LJaminan Kematian ASN;

1.   Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
in. Belanja tunjangan khusus.

(2)    Gaji    pokok    ASN    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a
R.;. 3£0.603 .669 .GOO (Tlya rcrfus empat puluF juta ?n?yL ratus tiga juta enam
rafus erLam puhah sembtlan ribu tiga rcrfus ribu rupiah);

(3)    Belanja  Tunjangan  Keluarga  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  b   Rp.   31.952.303.568/Tiga  pL.!ufr  scifu   mi!gcir  sembi!czri  rafus   ZirrLa-;6:;:iiin dua `rrilyar tiga ratus tida -ribir 1;ina rafus enam, puluh delapan rupiah);

(4)    Belanja  Tunjangan  Jabatan  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)-h=t~tiF-i  iri>.J6.i77 .1o3.oo0(Bnam milyar  dua  ratus  tujuh puluh tujuh f roa

serctfus tiga rtou rupiah);

(5)    Belan].a Tunjangan  F`ungsiona.I  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)-tl::=3iF-a -ira:. -ii<=118.086:4o0 (rhia puhah iiatu .in.ilyar sercrfus  delapan  betas

juta delap-an puluh enam ribu empat rcrfus rupicth);
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(6)    Belanja Tunjangan  Fungsional  Umum  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf e  Rp.  7.154.479.600/Thjufr ".{gar sercztus  Ji.mcz pLtfuh empczt
juta empat rcrfus twjuh puluh sembtlan ri,bu erLcrm rcrfus rupiah);

(7)    Belanja   Tunjangan   Beras   ASN   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
hur\if  i.,  Rp.   19.396.534.098(Sembilan  belas   rwilgar  tiga  ratus  sembilan
puluh, ertam juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembtlan puluh delapan
rupiah);

(8)    Belanja  Tunjangan  Pph/Tunjangan  Khusus  ASN  seba.gaimana  dimaksud
pada. a.Vat  (1)  fruruf g.,  Rp.  2.338.867.LOO(Dua milyar tiga ratus tiga puluh
delapan juta delapan ratus enam puhih tujuh ribu sercrfus rupiah);

(9)    Belanja   Pembulatan   Gaji   ASN   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
hur\it h  ., Rp.  4.967.765(Empat juta sembilan ratus  enam puluh tujuh ribu
tujuh ratus erLam puluh lima tupidrL);

(10)  Belanja luran Jaminan  Kesehatan ASN  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(1) huru[ i ., Rp. 22.072.653.986(Dua puluh dua wilyar tujuh puluh dua juta
erLam ratus tima puluh tiga r{bu sem,btlcm ratus delapan puluh erra:in rupiah);

(11)  Belanja  Iuran  Jaminan   Kecelakaan   Kerja  ASN   sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf j  ;  Rp.  701.497.206/7ttjt/h rcitrs safe juto empczt rcifus
sembtlan puluh tujuh ri.bu dua ratus er.am ribu rupiah);

(12)  Belanja  Iuran  LJaminan  Kematian  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  huruf k  ;  Rp.  2.104.  677.372/DLta  mz.dyclr serczfus empczf jLttcz enczm  rc{fus
tujuh puluh twjuh ribu tiga ratus t]ijuh puluh. dua);

(13)  Belanja    iuran    simpanan    peserta   tabungan   perumahan    rakyat   ASN
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  1  ;   Rp.   1.530.804.971/Scitu
rruluar tina ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu sembi:lan ratus
tujuh putuh sate rupiah).

Pasal 40

(1)    Belanja Tambahan  Penghasilan ASN  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
38  ayat  (1)   huruf  b   ;   Rp.   69.112.600.000/Ertcim  pufuh  sembizci7i  7".Zcigczr
seratus dua belas juta erLam ratus ribu rupiah) yang terdir± alas ..
a.  Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
b.  Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK;

(2)    Tambahan    Penghasilan   berdasarkan   Beban   Kerja   ASN    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  ;   Rp.   63.179.320.000/Enczm  pti!u7i  tigci
wilyar serc;fas twjuh puhah sembtlarL juta tiga rafus dra puluh ribu rupiah);

(3)    Tambahan   Penghasilan   berdasarkan   Beban   Kerja   PPPK   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b;  Rp.  5.933.280.000/Li.mcl  mu.Zgar sembjzcz7i
rafus tigcL puluh tiga juta ctua rarfus delapan puluh r{:bu rupialt).

Pasal 4 1

(1)    Tambahan  Penghasilan  berdasarkan  Pertimbangan  Objektif Lainnya  ASN
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  huruf  c  direncanakan
sebeusar  Rp.   132.595.566.000(Sercrfus  tiga  pu.ha.h  dua  mj.lyar  tiTr? `rafL!=-;ewibtlan ±uluh lincL juta  lima  rafts  erram  puluh  erLam  ribu  rapicth) yELng

terdiri atas :
a.  Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
b.  Belanja bagi ASN atas lr)sentif Pemungutan Retribusi Daerah.:

c.   Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;



d.  Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD ;

e.   Belanja Honora.rium ;

f.    Belanja Jasa pengelolaan BMD.

(2)    Belanja  Insentif  bagi  ASN  atas  Pemungutan  Pajak  Daerah  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  ;   Rp.   3.686.922.500/7t.gcz  ".Zgczr  ertczm
rcrfus  delapan puluh erram juta sembilan ratus  deua puluh dua ribu  lima
rafus "pidrL);

(3)    Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  ;  Rp.   1.182.985.500/Sczfu  ".Zgar serczfus
delapan puhah dua juta sembtlan rafus delapan puluh tina ribu lima rcrfus
rupialL);

(4)    Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)  PNSD  seba.gaimana dimaksud pada
ayat    (1)    huruf   c    ;    Rp.    114.997.015.000/Seratrts   empaf   bezas    7".Jgczr
sembilan rafus sembilan puluh. tujuh juta lina belas ribu rupiah);

(5)    Belanja   Tambahan    Penghasilan    (TAMSIL)    Guru    PNSD    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d  ;  Rp.1.860.000.000/Sczfu  mt.Zgcir czeJapcm
rafus erram puluh juta rupicth);

(6)    Belanja   Honorarium   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  e   ;
Rp.   LO.081.543.000(Sepuluh  milgar  delapan  puluh  scrfu  juta  lina  ratus
empat puluh tiga ribu rupia,h);

/7/    Belanja  Jasa  Pengelolaan  BMD     sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huru[ i ., Rp . 787 .LOO .000(Tujuh ratus delapan putuh tujuh juta seratus ribu
nJ.Piah).

Pasal 42

(i)    Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat  (1)  huruf d  sebesar  Rp.  22.725.286.000/"a pLtztth  c!t/cz  mz!gczr  tujtth
rc[tws  ctua pulwh I:ina  mtlyar  dua  rc[fus  delapan puluh  erLam  ri:bu  rupiah)
yang terdiri atas :
a.  Belanja Uang Representasi DPRD;
b.  Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c.   Belanja Tunjangan Beras DPRD;

d.  Belanja Uang Paket DPRD;
e.   Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f.    Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

9.   Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
h.  Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i.    Belanja Tunjangan Reses DPRD;

j.   Belanja Pembebanan Pph kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k.  Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
1.    Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan

in. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;

(2)    Belanja  Uang  Representasi  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf a ; Rp.  1.004.010.000/Satu mtzgcir empatjttta sepu!uh ribu rttpiah/,.



(3)    Belanja Tunjangan  Keluarga  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
humf   b   ;   Rp.    141.519.000/Serafus   empclc  puzufr   scifu  jutcz   Jimcz   rafus
sem,bilan belas ribu rupiah);

(4)    Belanja  Tunjangan   Beras  DPRD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  c  ;   Rp.   182.499.000/Serafus  c!eJczpcin pttfuJi  c!ttci jLtta  empczt  rotfus
sembilan puluh sembtlan ribu rupicth);

(5)    Belanja Uang Paket DPRD  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf d  ;
Rp . 86 .058 .000(Delapan puluh eram juta li:rna pwhih delapcm ribu rapiah);

(6)    Belanja  Tunjangan  Jabatan  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huru[ e.,  Rp.  1.455.815.000(Satw  wilyar empat  ratus  lira puluh  lina juta
delapan ratus li.rna belas ribu rupiah);

(7)    Belanja Tunjangan Alat  Kelengkapan  DPRD  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1)  huruf I ., Rp.  135.567.000(Serafus tiga puluh lima juta lima ratus
erLam puluh ±ujuh ribu rupiah);

(8)    Belanja    Tunjangan    Alat    Kelengkapan    Lainnya    DPRD    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf g  ;  Rp.  23.295.000/Dt/cz pt/hah tigcz jttfa c!t/cz
rcrfus sembilcm puluh. tina rilou rupiah);

(9)    Belanja  Tunjangan   Komunikasi   Intensif  Pimpinan   dan   Anggota   DPRD
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  ;  Rp.  5.670.000.000/Ljmc!
mrtyar erram rci,tus tujuh puhah juta rupiah);

(10)  Belanja  Tunjangan   Reses   DPRD   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)
rLuru[ i  ., Rp.  I.417.500.000(Schi wilgar empat ratus tujuh belas juta lira
rcl;fas rite rupiah);

(11)  Bela.nja    Pembebanan     Pph     kepada     Pimpinan     dan    Anggota    DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf j  ;  Rp.  8.377.000/DeJczpcz7ijufci
tiga ratus tujuh puhah tu.juh ribu rupiah);

(12)  Belanja     Tunjangan     Kesejahteraan     Pimpinan     dan     Anggota     DPRD
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf k  ;  Rp.  6.380.656.000/Encim
rwikyar  tiga  ratws  delapan  puluh. juta  erram  rcrfus  lj.rna  puluh  erLam  ribu
"piah);

( 13)  Belanja Tunjangan Transportasi  DPRD  sebagaimana dimaksud  pada  ayat
(1)    huruf   1    ;    Rp.    6.199.200.000/Ericzm   "1gar   serczfus   se77ib{Zczn   pLtluh
sembtlcm juta dua ratus ri:bu rupiah);

( 14)  Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
trar\II in ., Rp.  20.790.000(Dua puluh juta tujuh ratus  seTnbilan puluh ribu
apiah).

Pasal 43

(1)    Belanja  Gaji  dan  Tunjangan  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  38  ayat  (1)  huruf e    Rpl.858.744.500/SatLt  m[.Zgcir czezapcz7i  rcztLts  !imcz
puluh deldpan juta tujuh rafus empat pulwh empat ribu 1,ina rcLfus rupiafu)
yang terdiri atas :
a.   Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;

b.  Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

c`.   Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;

d.  Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
e.   Belanja Tunjanga.n Pph/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
f.    Belanja pembulatan Gaji KDH/WKDH;

9.   Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;



h.  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

i.    Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH  ;

j.    Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
k.  Belanja  lnsentif bagi  KDH/WKDH  atas  Pemungutan  Retribusi  Daerah

bagi KDH/WKDH;

(2)    Belanja  Gaji   Pokok   KDH/WKDH   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)
tTurul  a., Rp.  56.327.loo(Lima pwhih enam juta tiga ratus  dua puzuh juta
ribu tujuh ratus rupiah.);

(3)    Belanja  Tunjangan  Keluarga  KDH/WKDH   sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (I)  t\uru[  b  .,  Rp.  7.08L.260(Thjuh juta  clelapan puluh  satu  ribu  ducL
rcrfus erLam puhah Tupicth);

(4)    Belanja  Tunjangan  Jabatan   KDH/WKDH   sebagaimana  dimaksud   pada
a.Vat (1) t\nruf c .,  LOO.243.500(Seratus juta c±ua ratus empat puluh tiga ribu
tina rafus rupicth);

(5)    Belanja Tunjangan  Beras  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  huTu[ d  .,  Rp.  6.574.080(Encm juta  lima  ratus  tujuh puluh empat juta
delan puluh rupicth);

(6)    Belanja   Tunjangan   Pph/Tunjangan   Khusus   KDH/WKDH   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf e  ;  Rp.   1.239.000/Sczfu jufa  cZLtcz  rafus  €ZgQ
puhah. sembilcLn ri.bu rupiah);

(7)    Belanja  Pembulatan  Gaji  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) huru[ i ., Rp. 5.120(Lima ribu seratus dua puluh ribu rupiah);

(8)    Belanja  Iuran  iJaminan  Kesehatan  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)   huruf  g   ;   Rp.   5.981.040/Li.mcz jztfcz  sembz.Zc2n  rczfus  c!ezapcirL
puluh sc[fu ribuempat puhah. rupiah);

(9)    Belanja   Iuran   Jaminan    Kecelakaan    Kerja    KDH/WKDH    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  ;  Rp.   124.300/Serofus  cZucz pufuh  empczt
ri,bu tiga ratus rupicth);

(10)  Belanja   luran  jaminan   kematian   KDH/WKDH   sebagaimana   dimaksud
peda  a:ya.t  (1)  huruf  i  .,  Rp.  374.000(Tiga  ratus  tu.juh  puluh  empat  ribu
rupial-);

(11)  Belanja    Insentif   bagi    KDH/WKDH    atas    Pemungutan    Pajak    Daerah
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf j   ;   Rp.   1.347.555.000/Safu
Thilyar tiga rcLfus  empat  puluh tujuh juta lina  ratus  lima  puluh I:ina  ri:bu
rapichb;a.,

/J2/ Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi
KDH/WKDH     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    k     ;
Rp.   333.239.500(Tiga  ratus  tiga  puluh  tiga  juta  dua  ratus  tiga  puluh
sembitan ribu Lima rci:fus rupicth).

Pasal 44

(1)    Belanja     Penerimaan     Lainnya     Pimpinan     DPRD     serta     KDH/WKDH
sebagaimana      dimaksud      dalam      Pasal      38      ayat      (1)      huruf     f
Etp.  -852.000.000,00(Delapan  ratus  tina  puluh  dua  milyar),  yang  terdiri
atas:
a.   Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
b.  Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.



(2)    Belanja  Dana  Operasional  Pimpinan  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat   (1)   huruf  a   ;   Rp.   Rp.   252.000.000/Duct  rczfus   Z{mcz  pt/juh  czt/a  jt/ta
rupicin);

(3)    Belanja Dana Operasional  KDH/WKDH  sebagaimana dimaksud  pada. ayat
( 1) huruf b ; Rp. 600.000.000/Enclm rafusjttcz "pi.czh/.

Pasal 45
Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g
T±p. 89.420.332.837 (Delapan puluh sembtlan wikyar empat ratus dua puhah juta
tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan rafus tiga puluh tujuh rupiah) yang te[dir±
atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 46

(1)    Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat  (1)   huruf  b     Rp.   380.199.009.384/rz.gcz   rGftts  dezapczn  pufuh  m{Zgrar
serafus  sembi:ham  puluh  sembtlan  juta  sembtlan  ribu  tiga  ratus  delapan
puluh empat) yang terdir± alas..
a.   Belanja Barang;

b.  Belanja Jasa;

c.   Belanja Pemeliharaan;

d.  Belanja Perjalanan Dinas; dan

e.   Belanja  Uang  dan/atau  Jasa  untuk  Diberikan  kepada  Pihak  Ketiga/
Pihak Lain/  Masyarakat;

f.    Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2)    Belanja    Barang    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)     huruf    a;
F`p.  57.195.634.486(Lima puluh tujuh rrilyar seratus  sembtlan puluh  linLa
juta erram  ratus  tiga p.uluh empat  ribu  empat  ratus  delapan puluh enc[m
mpiah);

(3)    Belanja     Jasa     sebagaimana     dimaksud     pa.da     ayat     (1)     huruf     b;
Rp.  174.149 .191.883(Serafus tujuh puluh empat wilgar seratus empat puluh
sembi.lan juta sercrfus sembilan puhah satu ribu delapan ratus delapan puluh
tiga rupicth);

(4)    Belanja  Pemeliharaan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  c   ;
Rp.   8.593.LOB.452(Delapan  rrrtyar  tina  ratus   sembilan  puluh  tiga  juta
sercrfus delapan ri,bu empat ratus I:ina pwlih dua rupial\);

(5)    Belanja  Perjalanan  Dinas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d;
Rp. 57 . L20.199 .000(I,ina p:utuh tujuh rrilyar seratus duo puluh juta sercrfus
sembtlan puluh sembtlan riha rupich);

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan  kepada Pihak Ketiga/  Pihak
Lain/Masyarakat     sebagaimana    dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    e;
Rp.  .3.89§ `538.000(Tiga  rwilyar  delapan_ rafus  sembilan puluh sembilan juta
tina ratus tiga puluh delapan ribu rapicth),.

(7) Belanja Barang & Jasa BLUD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf f;
Etp.7-9.241.33i.563(TujuhpulwhseTbtlanmdyardrar.aqu?.empat.pr],whsatu
jJta tiga rafus tiga. puinh tufuh ribu lina rcrfus erLam puhah tiga rupiah).

Pasal 47

(1)    Belanja  Barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  ayat  (1)  huruf a-iri:-57 .195.6ed4.486(Lina puluh tujuh Trilyar seratus  sembtlan putuh tina



juta e:ar: :atus tiga puluh empat ribu empat ratus  clelapan puhah enam),
yang terdiri atas:
a.   Belanja Barang Pakai Habis;
b.  Belanja Barang Tak Habis Pakai;

(2)    Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a;
Rp.  57.1?9.066.57e.(hirI:a puhah, tujuh milyar  seratus  semttlan puluh juta
enam puhah erLam ribu I:ina rafus twjuh puluh enam),.

(3)    Belanja  Barang  Tak  Habis  Pakai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ha:nir b., E`p . _5 .5_67 .910(Lima juta tina ratus enam puhah tujur; ribu simbitiah
rafus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 48

(1)    Belanja  Jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  ayat  (1)   huruf  b
Rp.  ±7.4 .14.9 .191.883 (Serafus tujuh puluh empat wilgar seratus empat puluh
s.eT:Lbitan  jL!tq  s.eratws. s.embtlan  pulwh  scrfu  ribu  delapan  rafu=  d€lapan
c!ezapczn pufuh tt.ga "pz.c{h), yang terdiri atas:

a.   Belanja Jasa Kantor;

b.  Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
c`.   Belanja Sewa Tanah;

d.  Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
e.   Belanja Sewa  Gedung dan Bangunan;
f.    Belanja sewa Aset Tetap Lainnya;

9.   Belanja LJasa Konsultansi Konstruksi;
h.  Belanja LJasa Konsultansi Non Konstruksi;

i.    Belanja    Kursus/     Pelatihan,    Sosialisasi,    Bimbingan    Teknis    serta
Pendidikan dan Pelatihan;

j.    Belanja  iJasa  Insentif  bagi  Pega.wai  Non  ASN  atas  Pemungutan  Pajak
Daerah.

(2)    Belanja   Jasa   Kantor   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a;
Rp.    139.709.615.725(Seratws   tiga   puluh   sembilan   rrilyar   tujuh   rcttus
sembtlan juta erram ratus tina belas ribu tujuh rcrfus dua puluh, {i:rna rupiah);

(3)    Belanja  Iuran  iJaminan  Asuransi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  b;  Rp.   18.942.832.258/Dezapczn  bezc{s  ".Zgczr  semb{Zciri  rafus  empcz£
puluh  clua juta  delapan  ratu.s  tiga puluh dua  ribu  dua  ratus  li.rna puluh
delapcm rupiah) ;

(4)    Belanja   Sewa   Tanah   sebagaimana   dimaksud   pada.   ayat   (1)   huruf   c;
Rp.  1.GOO .000(Satu juta enam ralus ribu rupia:h);

(5)    Belanja  Sewa  Peralatan  dan  Mesin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf d;  Rp.  1.268.910.600/Scztrt  7".Zgar czt/a rcztus e7tcim pLtfuh c{eJczpczri juta
sembi:lan ratus sepuluh ri:bu ertam ratus ra,piah);

(6)    Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e., Rp. 72L .400.000(Tufuh ratus dua puluh satu juta empat rci.tus ribu
rapiah);

(7)    Belanja  Sewa  Aset  Tetap  Lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf f; Rp.  501.loo.000/Lzmci rczfus scztzJjt/tcz sercitus nbtt mp{ah/,.

(8)    Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hu"f g., Rp . 3 .132 .000 .000 (Tiga milyar serctius tiga puhah dua juta rupiah);



(9)    Belanja  Jasa  Konsultansi  Non  Konstruksi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf h;  Rp.  3.213.500.000m.ga  mjdyar czua  rafus  tjga  be!cis jztta
lima rafus ribu rupidrL);

( 10)  Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan
dan     Pelatihan     sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)     huruf    i;
Rp.  5.567.460.800(Lina  wilyar  tina  ratus  enam puluh dyuh juta  empat
rci:fas ena:in puluh ribu delapan rafus r{bu rupiah);

(11)  Belanja  LJasa   Insentif  bagi   Pegawai   Non  ASN   atas   Pemungutan   Pajak
Daerah     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    j;     Rp.
I .090.772.500 (Safe rrikyar semhilan puluh f eta tufuh rafus tujuh puluh dua
ribu lima ratus rupdih).

Pasal 49

(1)    Belanja  Pemeliharaan  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  46  ayat  (1)
huru[ c   Rp.  8.593.108.452(Delapan miluar lima ratus sembilan puluh tiga
juta sercrfus delapan ribu empat rcrfus tina puluh duo rupich) yang terdiri
atas:
a.  Belanja Pemeliharaan Tanah;
b.  Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
c.  Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
d.  Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan lrigasi;

(2)    Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
Ftp. 2 . \04 .500 .000 (lrfua wilayar serafus ernpat juta tina rafus ribu ru.piah);

(3)    Belanja Pemeliharaan  Peralatan  dan  Mesin  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) hu:r\if b., Rp. 3.314.798.752(Itga milyar tiga ratus empat belas juta
tujuh rafus sembtlan puhah delapan ribu tufuh ratus linc. puhah dua rupiah);

(4)    Belanja  Pemeliharaan   Gedung  dan   Bangunan   sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  c;  Rp.  2.661.584.700/:ELcz  ".Zgar  enam  rafus  eriam
puluh sarfu juta tina ratus delapcm puluh empat ribu tujuh rafus rupicth).,

(5)    Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (1) huruf d; Rp. 512.225.000/L{mcz rafus c!zta be!asj{tfa c!tta rafus
dua puluh tina ribu rupicth).

Pasal 50

(1) Belanja  Perjalanan  Dinas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  ayat  (1)
flu:rut a  Rp. 57.+20.\99.000(Lina puluh tujuh wilyar seratus dua putuhjuta
serc{fus semb{Zc{n pttz"h semb{!an rfha "p{ah/ yang terdiri atas :
a. Belanja peljalanan dinas dalam negeri;
b. Belanja peljalanan dinas luar negeri;

(1) Belanja  Perjalanan  Dinas  Dalam  Negeri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  huruf a;  Rp.  56.640.199.000(Li.rna rcifus  mt.Zgar enam  rafus empa{ pt/Zuh
jlita seratus sembilan puluh sembilan ribu nipiah);

(2) Belanja Perjalanan  Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
ha:rufa..,R;.480.000.000(Empatratusdelapanpuluhjutarupiah).

Pasal 51

(1) Belanja. Uang da.n/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/  Pihak
Lain/  Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)  huruf e



F{p.  3.899.538.000(It.ga wikyar delcipan rafus  sembtlan puhah sembtlan juta
lima ratus tiga puluh delapan Tibu rupiah)  yang terdiri alas .,
a.Belanja      Uang      yang      Diberikan      kepada      Pihak      Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat;
b.Belanja     Jasa     yang     diberikan      kepada     Pihak      Ketiga/      Pihak

Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang yang Diberikan  kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat a;  Rp.  3.869.788.000/Tkyci m£!gar cze!czpczn
rcrfus  encLm  puluh  semhilan juta  tujuh  ratu.s  delapan  puluh  delapan  ribu
rupicth);

(3) Belanja Jasa yang  Diberikan  kepada  Pihak  Ketiga/Pihak  Lain/Masyarakat
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  b;  Rp.  29.750.000/:Znta pLifuh  semb€Zcm
juta twjuh ratus ttma puluh r{bu rupiah).

Pasal 52

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1)
t\u:r\if  g    Rp.  79.24L.337.563(Thrfuh puluh  sembilan  wilyar  dua  ratus  empat
puluh  safu  ribu  tiga  rafus  tiga  puluh tujuh  ri:bu  lima  rafts  enam  puhah  tiga
7ttpiah/ yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD ;

Pasal 53

(1)    Anggaran  Hibah  sebagalmana dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  huruf c
F`p.     180.837.096.265(Seratus  delapan  puluh  milyar  delapcm  ratus  riga
puluh  tujuh juta  sembilan puluh  encm  ribu  dua  ratus  enarrL  puluh  lima
apt.clh/ yang terdiri atas :
a.  Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
b.  Belanja  Hibah  kepada  Badan,  Lembaga,  Organisasi  Kemasyarakatan

yang Berbadan Hukum Indonesia;
c.   Belanja Hibah Dana BOS;
d.  Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2)    Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada a.yat
(1)  huruf a;  Rp.  3.414.735.000noc{  ".dyczr empczf  rczfus  empaf  beJczs jztfa
tujwh rafus tiga puluh tina ribu rupiah);

(3)    Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
F`p.  L05 .567 .209 .333(Serc.fas tima rwilyar. Ii.mq rafts .er?in puluh tufuh juta
a;ua rafus sembi:lan ri:bu tiga rcrfus tiga puluh tiga "pich.);

(4)    Belanja  Hibah  Dana  BOS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c-s=i;== -rip.  7o.728.12o.0o0frof r±h  prt¥P `wikyar  tufuh  rafus  dua  puiuh

detapan irla serafus dua puluh ribu rupiah),.
(5)    Belanja  Hibah   Bantuan   Keuangan  kepa.da  Partal   Politik   sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d;  Rp.   1.127.031.932/Safe  nd!gcir  serafus-i:=~;irt-i;hFirjuhj;tativipulwhsafuwiisembtlanratustigapulwhdeariha

rupiah).

Pasal 54

Belanja Hibah kepada Pemerintah fusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) huruf a,  yang terdiri Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat



sebesar Rp. 3.414.735.000(Tiga milyar empat rcrfus empat belas juta tujuh rafus
tiga puluh lira itbu rupialt).

Pasal 55

(1)    Belanja Hibah kepada Badan,  Lembaga,  Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebagalmana dimaksud dalarn Pasal  55 ayat
(1)   huruf  b     Rp.   105.567.209.333/Serafus  Zi.rna  ml.!gczr  Zt.rna  rafus  eriam
puluh tujuh juta dua rcrfus sembirdn ri:bu tiga ratus tiga puluh tigcL rupiah)
yang terdiri atas:
a.  Belanja  Hibah   kepada  Badan   dan   Lembaga  yang  bersifat   Nirlaba,

Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan;

b.  Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;

c.   Belanja  Hibah  kepada  Badan  dan  Lembaga  Nirlaba,  Sukarela  Bersifat
So sial Kemasyarakatan.

(2)    Belanja Hibah kepada Badan dan I,embaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela
dan  Sosial  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan
sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)  huruf  a;  Rp.  29.904.750.000(Dttci
puluh seTrLbialrL mtlayar sembtlcm ratus empat juta tuh rafus tima puluh ri,bu
rupiah);

(3)    Belanja  Hibah  kepada  Badan  dan  Lembaga  Nirlaba,  Sukarela  dan  Sosial
yang Telah  Memiliki  Surat  Keterangan  Terdaftar  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  b;  Rp.  73.527.459.333/Tlgivh ptt!tJh  t{gci  "7gar  !fma
rates dua puluh tinjuh futa empat ratws tima putuh sembilcm ribu tiga ratus
tiga puluh tiga rupiah);

(4)   Belanja  Hibah  kepada  Badan  dan   Lembaga  Nirlaba,   Sukarela  Bersifat
Sosial   Kemasyaraka.tan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  c;
Rp . 2 .135 .000 .000 (Dua wilyar serafus tiga puluh lima juta "piah).

Pasal 56

(1)    Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
huruf  c.,  Rp.  70.728.120.000qufuh puluh  wilyar  tufuh  ratus  dua  puluh
delapan juta serci;rfus dua puluh. ribu rupiah.).

Pasal 57

(1)    Belanja  Hibah  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)  huruf d;  Rp.1.127.031.932/Sc{fu mtlgczr-==;ius dua pulwh tujuh juti tigd piuhah satu ribu sernbtlan rafts tiga puluh

dua iapiah).

Pasal 58

(1)    Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf d  Rp.  1.612.772.000/Sate ".Iagrar enam rcifus dra be!asjLtta
tLjur;rdfustufuhpijhahduariberupich)yangterdhiatas..
a.  Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
b.  Belanja. Bantuan Sosial kepada Keluarga;
c.  Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
d.  Belanja  Bantuan  Sosial  kepada  Lembaga  Non  Pemerintahan  (Bidang

Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ;



(2)    Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) t\u:r\if a.., Rp. 60.000.000(Enam puluhjuta "piah),.

(3)    Belanja  Bantuan  Sosial  kepada  Keluarga  sebagaimana  dimaksud  pada
a.Vat {1) tin:rut b., Rp. 545.000.000 (Lima ratus empat puluh tina juta rupiah);

(4)    Belanja   Bantuan   Sosial   kepada   Kelompok   Masyarakat   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c;  Rp.   789.000.000/71{;th  rofus  c!ezcipari
puluh sembilan juta rupiah);

(5)    Belanja   Bantuan   Sosial   kepada   Lembaga   Non   Pemerintahan   (Bidang
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  huruf d;  Rp.  218.772.000/:Ittcz  ncifus  cze!czpci7t  be!as jtttci  fuh  rafus
tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 59

(1)    Anggaran  belanja modal sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 36 huruf b
direncanakan   sebesar   Rp.   448.572.999.699/empczt   rafus   empaf  pufuh
delapan rhikyar I,ima  rafus tujuh puhah dua juta sembi:lan rafus  sembilan
putuh sembilan ribu encm ratus sembilan puhah sembilan)  yang terdiri alas..
a.  Belanja Modal Tanah;
b.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c.   Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d.  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi;
e.   Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya;

(2)    Belanja  Modal Tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a;  Rp.
128.602.300.000(Serafus dua puluh delapan rwilayar enam rafus dua juta
tiga ratws ribu rupiafu);

(3)    Belanja Modal  Peralatan dan Mesin  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
hu:r\i:I b., Rp. 74.388.770.233(Thrfuh puhah empat milyar tiga ratus delapan
puluh delapan juta twjuh rcrfus tufuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga
rupiah);

(4)    Belanja Modal  Gedung dan Bangunan  sebagalmana dimaksud  pada a.yat
(1)   huruf   c;   Rp.   70.234.467.600/Ttgivh  ptt!tth   empczt   m{Zgar   tr.ga   rczfus
delapan pwhih  delapan juta  tufuh rarfus  tujuh puluh  ribu  dua  rcrfus  tiga
puluh tiga rupicth);

(5)    Belanja Modal Jalan,  Jaringan,  dan  Irigasi  sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf d;  Rp.   174.625.561.866(Serafus  tttjuh pultth empat  mi!gar
;nam ;afus dua puluh tina rafus exam puluh safe ribu dua delapan rafus
erram puluh erram rupiah);

(6)    Belanja  Modal  Aset Tetap  Lainnya  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)-tiir;:=3f -i., E`p. 721.goo .00d(Tuf uh ;atus dua puluh safe wilyar sembtlan rc.tus

ribu rupiah).

Pasal 60

(1)    Belanja  Modal  Tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61   ayat  (1)
huruf  a  sebesar  Rp.   128.602.300.000/Serafus  c{tta pti!tJh  c!ezapari  mi.!gar-enam ratus dua juta tiga rafus ribu rupiah), terdhi zitas ..

(2)    Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf au#;=€.€ii.-atdr6.6Of6i€namfroaenimimratusdraributigarafusriburupich);



(3)    Belanja  modal  lapangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b
Rp. 120.000.000.000(Seratus dua pubeh mdyar rupiah),.

Pasal 6 1

(1)    Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
61   ayat  (1)  humf  b;  Rp.  74.388.770.233/rl{givh pr!tth  erripat  mi.Zgar  tt.ga
rafus delapan prlwh delapan juta tujuh ratws tuh putuh ri:bu duo rcrfus tiga
putub tiga rupiah), yang terdhi alas..

a.   Bela.nja Modal Alat Besar;

b.  Belanja Modal Alat Angkutan;
c.   Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d.  Belanja Modal Alat Pertanian;
e.   Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f.   Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

9.  Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan:
h.  Belanja Modal Alat Laboratorium;
i.    Belanja Modal Komputer;

j.   Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemumian;
k.  Belanja Modal Rambu-Rambu;
I.    Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).

(2)    Belanja  Modal  Alat  Besar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a;
Rp. a?28.490.000(exam rafus dira puluh deidpan juta empat rcrfus semhilan
puluh ribu rupiah);

(3)    Belanja Modal Alat Angkutan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf
b.,  R5.  4.812.436.000iempat  rndgar  delapan  rafus  duo  belas juta  empat
rafus tiga pulul- ertam ribu rupiah),.

(4)    Belanja  Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (I) tluruf c., Rp.  1dz4.995_.905(Seratws empat juta sembilc.n ratus  lima
ribu sembilcm rates lj;mc. rupiah);

(5)    Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf
d., Rp: 155.345.000(Seratws tina puluh lima juta tiga rafus empat puhah lima
ribu rupiah);

(6)    Belanja  Modal  Alat  Kantor  dan  Rumah  Tangga  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf e;  Rp.  5.583.673.076/lima  m!.!gar !i.rna  rafus  c!e!cipanI;;::;i:hdgaitaenamrafustrfuhpulwhtigartbutujuhpulwhenamrupich);

(7)    Belanja   Modal   Alat   Studio,   Komunikasi,   dan   Pemancar   sebagaimana
dimaksud  pada  a.yat  (1)  huruf  f;  Rp.  916.261.240/Semb{!an  rafus  enam-tgii=s-i;;;a +dra ritus `eriam pulth s;afu  ribu  dua rafus  empat puluh ribu

rupiah);

(8)    Belanja  Modal  Alat  Kedokteran  dan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)  huruf g;  Rp.  2.524.636.000/:Dita mi.!gar !fma rafus dra ptt!tth`empatjuta`ehanrcndstigapuluheramriburupiah),.

(9)    Belanja  Modal  Alat  Laboratorium  sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)
huruf h;  Rp.  1.742.856.280/Safe  mi.Jgar trtjt.h rafus  empcit pttfufr dttci jLtta•::I:=ei=±c;i;iaislimc.puluhenamribudinarafusdeidpanpuluhrupiahk



(10)  Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; Rp.
30.890.576.732(Thga putuh wikyaT delapan ratus sembilan puluhg juta lima
rafus tujuh puluh erLam ribu tujuh rarfus tiga puhah dua mpiah.);

(11)  Belanja  Modal  Alat  Produksi,  Pengolahan,  dan  Pemumian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j; Rp. 8.000.000/De!apangivta "pl.czh/,.

(12)  Belanja   Modal   Rambu-Ralnbu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
huTuf k.,  Rp.  LO.340.000.000(Seputuh  milyar tiga  ratus  empat puhah juta
rupiah);

(13)  Belanja Modal  Peralatan  dan  Mesin  (BLUD)  sebagaimana dimaksud  pada
ayat   (1)   huruf   1;   Rp.    16.681.590.000/Enam   bezas   m!!gar   enam   rcitus
delapan puluh safe juta lima rcrfus sembtlan puluh ribu ribu rupiah).

Pasal 62

(1)    Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61  zxj=t (1) iruTu[ c   Rp. 70.234.467.600qurf uh.prlup milyar dua ratus t.ig.a`
puulh eThi>at juta emriat rafus enam puluh tufuh ribu enan rates rupiah)
yang terdiri atas:
a.  Belanja Modal Bangunan Gedung;
b.  Belanja Modal Monumen;
c.   Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
d.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan -BLUD.

(2)    Belanja  Modal  Bangunan  Gedung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf a, berupa bangunan gedung tempat kelja Rp. 67.634.849.000/Enczrri
puluh tujuh rrikyar erram rafus tiga puluh empat juta delapan rcrfus empat
puluh sembtlan ribu mpiah);

(3)    Belanja  Modal  Monumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b,
berupa          belanj a          modal          candi / tugu          peringatan / prasasti
Rp.I.600.000.000(satumtlyarenamr.atwsjutarupiah);

(4)    Belanja Modal Thgu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf c  berupa belanja modal  tugu/tugu batas;  Rp.  319.620.000/Tiga`rdfus sembtlan vieleis Trikyar encun rafus dua puluh ribu "picLh);

(5)    Belanja  Modal  Bangunan  Gedung  dan  bangunan     BLUD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  huruf d Rp.  679.998.600/Enam rcittts fujuh pttfufr-i;i;wiiil~i; =i{dar Sembiian rafus  s6mbtlan pubeh detapan rite enam rarfus

rupiah).

Pasal 63

(1)    Belan].a Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61  ayat (1)  huruf d;  Rp.  174.625.561.866/Serafus ttgivh pti!tth empatrm%gata:+ena8=;ahi±-a=irq-ifehj|+Ta_..±L±p..I^iT:.a+:=A#.sac+=.?pulwhsafuribu
•i:toti;a;-=ain:=nanpndhenannipich)yangterdiriiitas..

a.  Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b.  Belanja Modal Bangunan Air;
c.   Belanja Modal lnstalasi;
d.  Belanja Modal jaringan.



(2)    Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
t\u:rut a., Rp.  138.272.935.000(Seratus tiga puluh delapan milgar c±ua rafus
tujuh puluh, dua juta sembi:lan ratus tiga puhih tina ribu rupich).,

(3)    Belanja Modal Bangunan Air  sebagaimana dimaksud  pada a.ya.t  (1)  huruf
b.,  Rp.  28.491.463.866(Duo  puluh  delapan  milyar  empat  ratus  sembil_aT
puluh safe juta empat rafus ertam puluh tiga ribu deidpan rafus encm puluh
encm rupiah);

(4)    Belanja  Modal  lnstalasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c;
Rp. 5-00 .Ilo .000(Lima ratus juta seratus tuf uh puhah ribu rupiah).,

(5)    Belanja  Modal  Jaringan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d;
F{p. i.360.993.00C) (Thf uh rrrtyar tiga rcrfus erLam puluh juta sembtlan ratus
semhilan puluh tiga ri:bii. rupiarL).

Pasal 64

(1)    Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (-L} t\uruf e  Rp. 721.goo.000(Ttrfuh ratus dua puluh satu juta sembilan
rcifus riha "pjah/ yang terdiri atas:
a.  Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
b.  Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
c.   Belanja Modal Biota Perairan;
d.  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
e.   Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -BLUD.

(2)    Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a; Rp.  12.000.000/:mta be!asgivta rLtpfah/ ;

(3)    Belanja     Modal      Barang     Bercorak      Kesenian/Kebudayaan/01ahraga
sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)  huruf  b;  Rp.  95.000.000/Sembt.Zci7t
puluh tina juta rapiah) .,

(4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
Rp.60.000.000(Enampuluhjutampiah).,

(5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud  sebagalmana dimaksud pada Pasal 86
ayat (1) huruf d; Rp. 374.900.000m.ga rafus fujuh pttztth empcitjztta sembi!an
rafus ribu rupiah);

(6) Belanja Modal  Aset Tidak   Tetap  Lainnya -  BLUD  sebagaimana  dimaksud
pada Pasal 86 ayat (1) huruf e; Rp.180.000.000/Serafus c!ezapcin pttfuh juta
"piah).

Pasal 65

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) humf c,
Rp.  6.loo.000.000/Enam mf!grar seratus jt/ta "piah/ terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.

Pasal 66

(1)    Belanja transfer  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  36  ayat  (1)  huruf d
Rp.  413.960.255.000/Empat  rtzttts  ct.ga  Z}e!as  m£Jgclr  semb£Jan  rc{fus  enczm
pttfubjutadttarc{tttsI!maprfuhliman.bttmpicifr/yangterdiriatas:
a.  Belanja Bagi Hasil;
b.  Belanja Bantuan Keuangan.



(2)    Belanja   Bagi   Hasil   sebagaimana   dimaksud   pada   aya.t   (1)   huruf   a;
Rp.  1-0.39 i .229.000(Sepuluh wilyar tiga ratus sembilan puluh safe juta duo
rafus dua puluh sembilan ribu rupidrL) .,

(3)    Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
Rp.   a03.569.026.000pempat   ratus_ tiga   rwilyar  tina   ratus   eram  puluh
sembtlan rtou dua putuh erLam rapiah).

Pasal 67

(1) Belanja Bagi Hasil  sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 68  ayat (1)  huruf a
yang terdiri atas ;
a.  Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

dan Desa;

b.  Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah
Desa;

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota da.n
Desa  sebagaimana  dimaksud  a.yat  (1)  huruf a;  Rp.  8.754.414.000/De!apa7i-wi-i-a; -ririh  ratus  tina  pulirh-erapat  juta  ernpat  rafus  empat  belas  ribu

rupicth);

(3) Belanja  Bagi  Hasil  Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota  kepada  Pemerintah
Desa   sebagalmana   dimaksud   ayat   (1)   huruf  b;   Rp.   1.636.815.000(Satt/-wilii;2;=irirfiLrci;fustigapulwhenainjutadelapanrafurslinabelasribunj.picth).

Pasal 68

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)-t\=::::;I-f>-Rp.4o3.569.Ori6.000(ErircLtrqt¥stigamdy.T.tirrar_at:s?na_T±p=!¥±

sembl.;an jttta dttci ptt!t/h erLam ribtt "pt.cih) yang terdiri atas Belanja Bantuan
Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota;

(2) Belanja  Bantuan  Keuangan  Umum  Daerah  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota
kepada Desa dimaksud ayat (3) humfb,    Rp.    361.214.026.000/n.ga    rafus•inr==--iiri;ir safe rndgar-dra .rafts empat belas juta dua puhah enan ri:bu

rupiah);

(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada       Desa       sebagaimana       dimaksud       ayat       (3)       huruf       b;•Xpr:4-I.35:dr6d.ooo (Emin± puluh dua wilyar tiga rafus tina puhah lino f eta

rupiah).

Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas:
a.  Penerimaan pembiayaan; dan
b.  Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 70

Anggaran  penerimaan  pembia.yarn  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71
huruf a  Rp.  385.454.394.051/Ilga nafus c!e!apan ptt!tth !ima mi!gcir empat rcitus`iLiu=au+£tff.ev#j;;ii -jLisa-tia-a-rands  sembtlan iulwi ernpat  ribu  tina puhah  safe

ntpt.c27i/ yang terdiri ata.s;

a.  sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b.  Penerimaan Pinjaman Daerah;



c.   Penerimaan   Pembiayaan   Lainnya   sesuai   dengan   ketentuan   Peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal 7 1

(i)    Anggaran  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  anggaran  sebelumnya
sebagaima.na dimal{sud dalam Pasal 72,   Rp.135.454.394.051 /Serafus ti.gci
puluh lina wikyar empat ratus I;ina puhah em:pat fu:1a tiga ratus  sembtlan
puluh empat ribu lima puluh satu rupiah) yang terdiri alas ..

(2)

(3)

(4)

a.  Pelampauan Penerimaan PAD;
b.  Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
c.   Penghematan Belanja;
Pelampauan   Penerimaan   PAD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
trar`i[ a., Rp. 2 I .500 .000 .000(Dua pubeh sate mdyar lima rafus juta rupiah) .,
Pelampauan   Penerimaan   Pendapatan  Transfer   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (1) huruf b; Rp. 20.000.000.000/:ELtaprztJh m{!gczr ntpt.ah/,.
Penghematan   Belanja   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  c;
Rp.  93.954.394.051(Sembilan puluh tiga mtlgar sembilan rafus  lima puluh
empat juta tiga rafus sembtlan puluh empat ribu tina puluh satu rupiah| .

Pasal 72
Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
huruf b   Rp.  200.000.000.000/:Znta  rafus  "1gcir rupiah/ merupakan  Pinjaman
Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 73
Anggaran    Penerimaan    Pembiayaan    Ialnnya    Sesuai    dengan    Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf
c yang terdiri atas Penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD untuk Jangka.
Pendck Rp . 50 .000 .000 .000 (Lina puluh mdyar rupiah) .

Pasal 74
Anggaran  pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalaln  Pasal  71
huruf b  Rp. 56.868.368.000rLt.rna pLt!tth enczm ".kyar c!e!apan rafus enam pr!uh
delapan juta tiga rafus enc.in puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri alas ..
a.  Penyertaan Modal Daerah;
b.  Pengeluaran   Pembiayaan   Lainnya   sesuai   dengan   Ketentuan   Peratura.n

Perundang-Undangan.

Pasal 75

Penyertaan  Modal  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  76  huruf  a,
Rp.   3.000.000.000/n.gci   mt.!gar  mpi.ah)   yang  terdiri   dari   Penyertaan   Modal
Daerah pada Badan Usaha. Milik Daerah (BUMD).

Pasal 76

(1) Pengeluaran   Pembiaya.an   Lainnya   sesuai   dengan   Ketentuan   Peraturan
Pemndang-Undangan   sebagaimana   dimaksud   pada   pasal   76   huruf  b,



Rp.   53.868.368.000(Limc.   puluh   tiga   milyar   delapan   rates   enam  putuh
delapan juta tiga rafus erLam puluh delapan ribu rupiart) yang terdir± darn
a.   Pinjaman melalui BLUD -Jangka Pendek;
b.   Pinjaman melalui BLUD -Jangka Panjang;

(2) Pinjaman  melalui BLUD - Jangka Pendek  sebagaimana tersebut pada ayat
(1) hu:nit a., Rp. 50.000.000.000(Lima puluh Thilyar rupiah),.

(3) Pinjaman melalui BLUD - Jangka Panjang sebagaimana tersebut pada ayat
(1)   huruf   b;   Rp.   3.868.368.000/7|.ga   ".Zgcir   de!czpczrL   rafts   erLam  pttfuh
delapan juta tiga rcrfus erram puluh delapan r{bu rupiah).

Pasal 77

Uraian  lebih  lanjut  Anggaran  pendapatan  dan  Belanja.  Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. Lampiran I                            Efenng::StanKeToe:j::£,r::nfs?BODbj :a,ngfnDc££ka]:S6fi#£;

dan   Sub   Rincian   Objek  Pendapatan,   Belanja,
dan Pembiayaan;

2.  Lampiran 11 Penj abaran         APE D          Menurut          Urusan
Pemerintahan    Daerah,    Organisasi,    Program,
Kegiatan,  Sub Kegiatan,  Kelompok,  LJenis,  Objek.
Rincian     Objek,     dan     Sub     Rincian     Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;

Pasal 78

Lampiran sebagaimana tersebut dalam . Pasal 77.merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

pasal 79

Pelaksanaan    penjabaran    APBD    yang    ditetapkan    dalam    peraturan    ini
dituangkaJ.I  lebih  lanjut  dalam  dokumen  pelaksanaan  anggaran  satuan  kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 80

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tar]ggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


